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rDTt;gs“@tudy aims to find out about the Pekalongan municipal government public relations in carrying
“out their duties to implement the governance of public institutions in the city of Pekalongan, Central
Savad &In addition, this study also aims to determine the success of the Pekalongan municipal government
qulBJIre relgtions in carrying out public governance for the Pekalongan city community. In this study the
‘Fauthdrs use a system theory which is a theory of Public Relations where this theory is open to the public
?a@ug‘ nfoPmation because they establish social relations or social interaction with the community. By
%s‘jﬂn@the boundary spanning function which is where government organizations establish relationships
%béween odtside communities or the public or government or other internal or external organizations.
gngm the Fesults of the study stated that public relations Pekalongan city government works hard to
Dufld a rélationship with the people of Pekalongan city, and they also provide the best service in
Providingdata and information needed by the community because public relations is very transparent
~to_the pulific regarding the data and also the information they provide for all citizens of the city of
FPekalongan.The conclusion of this study is the Pekalongan city public relations government has
Epr@vided excellent services to its people, especially in providing information, they do not view their
upedple from the upper or middle class plus the governance of public institutions or good governance
:’o&omes their foundation to provide the best service to the community. and they also do not want to
&loge competitiveness with big cities that have implemented and implemented the governance of public
ﬂmgltutlons in their cities

-]

%K@/words : system theory, governance of public institutions, Public Relations, Pekalongan city
Ug@/ernment public relations
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enelitian+ini bertujuan untuk mengetahui mengenai humas pemerintahan kota Pekalongan dalam
:mgnjalankan tugas mereka untuk mengimplementasikan tata kelola lembaga publik di kota Pekalongan
Jawa tengah, selain itu penelitian ini juga bertujuan dalam mengetahui keberhasilan yang dijalankan
9numas pémerintahan kota Pekalongan dalam menjalankan tata kelola publik untuk masyarakat kota
_Dpekalongan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori sistem yang merupakan teori Public
Relationsyyang dimana teori ini bersifat terbuka kepada masyarakat mengenai informasi karena mereka
menjalin=Aubungan sosial atau interaksi sosial kepada masyarakatnya. Dengan menggunakan fungsi
boundary=spanning yaitu dimana organisasi pemerintah menjalin hubungan antar masyarakat luar atau
publik matipun pemerintahan atau organisasi lainya internal atau eksternal. Dari hasil penelitian
menyatakan bahwa humas pemerintah kota pekalongan bekerja keras untuk membangun suatu
hubungan-dengan masyarakat kota Pekalongan, serta mereka juga memberikan pelayanan terbaik dalam
memberikan data dan juga informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dikarenakan humas berlaku
sangat tramsparan kepada masyarakat mengenai data dan juga informasi yang mereka sediakan untuk
seluruh warga kota Pekalongan.
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Kesimpulan dari penelitian ini adalah humas pemerinthan kota Pekalongan sudah memberikan
pelayanan yang sangat baik kepada masyarakatnya terutama dalam memberikan informasi, mereka
tidak merpandang masyarakatnya dari kalangan atas atau menengah ditambah tata kelola lembaga
publik ataugood governance menjadi suatu tumpuan mereka untuk memerikan pelayanan yang terbaik
.kepada masyarakatnya, serta mereka juga tidak mau kalah saing dengan kota-kota besar yang sudah
~menerapkan dan mengimplemetasikan tata kelola lembaga publik di kota mereka.

>
® o

%@ta Kungi : Teori Sistem, Tata kelola lembaga publik, Public Relations, Humas Pemerintahan

g«ga Pekalongan

::JP@)I@ relations pemerintah atau lebih dikenal
gdé;fig@ nama Humas bukanlah sebuah jabatan
g@gmiasa jika kita melihat secara teoritis.
cNamun pada kenyataannya saat ini masih
%Jamy@ persepsi bahwa public relations
Tgp@:neﬂntah (humas) sebagai pusat informasi,
ﬁuﬁa@ kliping, penyelenggara kegiatan,
Lf:’p@yéﬂmbung media dan kebijakan, praktik serta
3<®stguen organisasi. Peran public relations
%/@g dianggap tidak urgensi didalam organisasi
colghéaanyak orang, tetapi ternyata memiliki
c__lpe;an yang'sangat penting.

T§T@]’uan dari keberadaan seorang Humas
ﬁeﬂepas dari level dan tipe pemerintahan
aacﬁlah memberi informasi konstituen tentang
takilwtas agen pemerintah, memastikan
%@jasama aktif dalam program pemerintah,
ﬁnﬁndorong warga mendukung kebijakan dan
:p@gram yang sudah ditetapkan, melayani
gseﬁagal advokat publik untuk administrator
npemermtah menyampaikan opini publik kepada
pembuat  keputusan, mengelola isu publik

|éalam erganisasi), mengelola informasi
qn\&rnal (mewsletter, elektronik dan isu dari
Eswus infernet  organisasi), memfasilitasi
gh@ungan media (menjaga hubungan dengan
%oegs) sertaqmembangun komunitas dan bangsa.

%Fl%lgSl Humas telah lama dibentuk di
;pemerlntahan tetapi  fungsi ini  belum
‘sepenuhnya efektif. Sudah jelas terlihat dari
beberapa=kendala yang dialami oleh seorang
humasseperti persepsi sebagian besar warga
menganggap pemerintah sebagai sistem yang
ruwet, dipenuhi kepentingan pribadi dan
korupsi.

Namun tigiak dapat dipungkiri bagaimana peran
public refations dalam menciptakan tata kelola
lembaga Zgublik yang akhir-akhir ini mulai
diterapkart oleh pemerinta dan sebagainya.
Padahal untuk menjadi seorang public relations

officer seseorang harus memenuhi beberapa
kualifikasi yaitu kemampuan berkomunikasi
secara verbal dan tulisan, kemampuan untuk
menciptakan networking, kemampuan untuk
berorganisasi  dan  kemampuan  untuk
berimiginasi karena dalam tugas sehari- hari
public relations selalu berkomunikasi dengan
berbagai pihak dan harus memahami secara
menyeluruh kultur, kebijakan, praktik serta
konstituen organisasi.

Adaupun Humas memilki peranan penting,
mulai dari pusat informasi publik, menjalin
internal relations antar karyawan, berhubungan
baik dengan media dan sebagainya. Dalam
proses penciptaan tata kelola lembaga publik
kerjasama yang solid antar karyawan sangat
berpengarun besar, karena dalam suatu
organisasi jika tubuh didalamnya kuat dan
menjalani tugas sesuai dengan aturan pasti akan
berjalan dengan baik dan tumbuhnya
organisasai  yang  sehat.  Kebanyakan
masyarakat belum mengetahui bagaimana tata
kelola lembaga publik diterapkan, bahkan
masyarakat tidak mengetahui bahwa mereka
merupakan salah satu unsur penting dalam
berjalannya tata kelola lembaga publik.

Tata  kelola lembaga publik  dalam
pemerintahan yang baik, atau dapat disebut
good governance  seturut  Kkesepakatan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan
salah satu fungsi dan tugas tanggung jawab
sebuah negara yang berkembang ataupun yang
maju, begitupun dengan Indonesia yang hampir
dari seluruh wilayah daerah kota baik kota kecil
maupun kota besar sudah memberlakukan tata
kelola lembaga publik yang baik untuk
masyarakatnya.

Beberapa definisi mengenai good governance
dikemukakan oleh beberapa lembaga. Salah
satunya United Nation Development Program
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(UNDP) atau lembaga PBB  untuk
pengembangan  negara-negara di  dunia
mendefinistkan tata kelola lembaga public
dalam pemerintahan yang baik sebagai suatu
otanggung jawab dari kewenangan ekonomi,
3@Wenangan administrasi, dan kewenangan
%)@Itlk untlik mengatur masalah-masalah sosial
hegara téfsebut. Dari pengertian tersebut,
“terlibat tiga sektor utama dari kewenangan
@énéfintah yang kemudian digunakan untuk
fsé%esﬁr besar kepentingan rakyat

Co—U

?&a;@nan publik menjadi suatu hal yang sangat
,Tp%mng untuk kita telusuri perkembangannya
érzseg;rlﬁ@ dengan berlakunya Undang-Undang
H\lﬁmer 32 tahun 2004 tentang Pemerintah
éD?ée@w dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun
g@fctentang pertimbangan Keuangan Antara
“Pemetintali Daerah dan Pemerintah Pusat.
%ﬁla&unya peraturan  tersebut  akan
ﬁnengaklbatkan interaksi antara aparat daerah
“dan masyarakat menjadi lebih intensif. Hal ini
Titambah ~dengan semakin kuatnya tuntutan
(fd&?nokratlsaﬂ dan pengakuan akan hak-hak
%\S}iSl mafusia yang melahirkan tuntutan
tte%adap manajemen  pelayanan  yang
Eo@kualltas yang bercirikan pemerintahan yang

@aﬁk good-governance.

QTP@yelengaraan tata kelola lembaga public juga
Eteﬂulls pada UU No. 28 Tahun 1998 tentang
§°enyelenggaraan Negara yang Bersih dan
%Béaas daei Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
dngngenal asas-asas umum pemerintahan
—nefjara ydhg baik, yakni adanya asas kepastian
ghd‘kum memastikan bahwa hukum mengenai
3<mrup3| Sangat berlangsung pada suatu
a{;Je*f'nerlntahan di wilayah atau kota tersebut.

fHGmas pemerintahan juga harus memiliki
“kejelasanmhak dan kewajiban providers dan
masyarakat diartikan disini adalah hak-hak dan
kewajibap,. baik para providers maupun
masyarakat harus dirumuskan secara jelas dan
dilengkapt dengan sanksi serta ketentuan ganti
rugi, dan=yang paling penting iyalah efektivitas
penanganan keluahan masyarakat pelayanan
yang baik sedapatnya mungkin untuk
menghin@ari suatu permasalahan atau sebuah
keluahanZyang datang dari masyarakat itu
sendiri.

Jika muncul permasalahan atau keluhan
pemerintanan atau Humas harus bisa
merancang suatu mekanisme yang dapat
memastikan bahwa keluhan tersebut akan
segera ditangani dengan baik dengan Humas
dan dapat diserahkan kepada bidang tertentu,
contohnya maslah pembangunan maka Humas
akan menyerahkan kepada pihak pembangunan
dari kota tersebut.

Dalam tata kelola lembaga publik Humas juga
harus memiliki layanan yang sepenuh hati
untuk melayani msyarakat, pelayanan ini
berdasarkan dari pelayanan yang berasal dari
staff Humas yang bekerja dalam menangani
pelayanan publik, pelayanan ini mempunyai
wujud dari watak, emosi, keyakinan, nilai,
sudut pandang, dan juga perasaan. Nilai yang
sebenarnya dalam pelayanan sepenuh hati
terletak pada kesungguhan empat sikap atau
yang disebut dengan 4P vyaitu, passionate
(gairah), progressive (progresif), proactive
(proaktif), dan positive (positif).

Passionate atau gairah merupakan semanagat
yang besar terhadap pekerjaan bagi diri sendiri
dan orang lain, seorang Humas harus mampu
membangun sikap semangat dalam melayani
masyarakat dan ditambah dengan layanan
dengan sepenuh hati membuat masyarakat lebih
percaya dan lebih merasa nyaman dengan
pelayanan yang diberikan oleh humas, sikap
progresif penciptaan layanan sepenuh hati yang
dibuat secara unik yang meningkatkan layanan
dan gaya pribadi masksudnya adalah
bagaimana pribadi Humas harus lebih progresif
dalam melayani masyarakat.

Dalam pelayanan publiknya Humas juga
bekerja sama dengan bidang-bidang lain dalam
membuat sebuah informasi publik yang
ditujukan kepada masyarakat kota Pekalongan,
salah satunya adalah mereka bekerja sama
dengan DIKOMINFO Kota Pekalongan (Dinas
Komunikasi dan Informatika kota Pekalongan)
merupakan salah satu penyambung dan
penggerak dari Humas dikarenakan mereka
menyimpan arsip penting dan informasi
layanan publik di kota pekalongan. Bukan
Humas saja yang dapat menyebarkan berita
namun DIKOMINFO pun bersifat transparan
kepada masyarakat kota Pekalongan.
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Selain itu kedua lembaga publik ini juga
bekerja sama dengan media lokal dan membuat
situs sendiri diakrenakan zaman yang sudah
semakin moderen dan juga cangih mereka juga
mmengikuti masyarakat yang pada dasarnya
Ewah meRggunkan teknologi dalam mencari
Lgs@tu informasi  mengenai  kerja  dari
pemerintafian sendiri, serta mereka membuat
Q:b@)e@pa macam aplikasi yang menolong para
gngsyg)rakat dalam memberikan informasi
fmgngﬁnai kesehatan ataupun keuangan.

s O

gKﬁmg,dahan inilah yang ditawarkan oleh
j—lum%s pemerintahan  kota  pekalongan
%ﬂl%ar@nakan tata kelola lembaga publik adalah
gs_ef)a@l tUmpu bagaimana pemerintah mau
%m?gnjglin dan terbuka kepada masyarakat tanpa
@@u%da yang ditutupi, dan banyak masyarakat
Imerasa nyaman dengan Humas pemerintahan
%egar%ing dengan system yang menurut mereka
ﬂemh terbuka kepada masyarakatnya.

8—|Bmas sendiri juga banyak memberikan
@_nzﬁorma& dari  keberhasilan  Walikota
EP%alonga’n sebagaipemimpin dan juga mampu
TJmmeerlkan informasi  mengenai  kinerja
“\/\@Ilkota Pekalongan, sehingga tidak dianggap
U:,mﬁsyarakat tidak beranggapan mereka tidak
“hékerja pamun mereka berusaha supaya
§n§syarakat dapat mempercayai pemerintahan
Elewat Humas pemerintahan kota Pekalongan.

gl\@ka dari itu peneliti membuat penelitian ini,
Dt’jlgarenakan banyak hal menarik yang bisa
@lﬁmbll dari dalam penelitian ini seperti
Eba@almana peran Humas dapat menjadi salah
§sa¥u roda penggerak untuk
m nglmplementa5|kan tata kelola lembaga
Spublik yafig baik. Demikian juga berdasarkan
Hatar belakang masalah yang telah dikemukakan
“peneliti, gpeneliti  merasa tertarik  untuk
melakukan penelitian yang berjudul “Aktivitas
Humas pemerintahan kota Pekalongan Dalam
Mengimplementasikan Tata Kelola Lembaga
Publik”.

KAJIANSPUSTAKA
Landasam Teoritis
1. Teori Sistem

Manusias=merupakan makhluk sosial yang
saling beghubungan dan membutuhkan satu

dengan lainnya, hal tersebut lah yang mendasari
esensi dari teori sistem. Karena, pada dasarnya,
teori sistem memfokuskan perhatian untuk
memahami bagaimana kualitas fungsi yang
dijalankan setiap sistem dalam suatu relasi
dinamis  dengan  sistem-sistem  lainnya
(Kriyantono 2014: 77).

Dengan kata lain, teori sistem mengatakan
bahwa hal yang penting dari teori ini adalah
hubungan sosialnya. Hubungan sosial yang
baik merupakan hasil (output) dari suatu
interaksi sosial yang dalam hal ini adalah
interaksi antara organisasi dengan publiknya.
Menurut Kriyantono (2014: 77) mengatakan
bahwa apabila sistem ini diterapkan, maka
prinsip pokok yang berlaku yaitu organisasi
merupakan salah satu bagian (subsistem) dari
suatu sistem sosial yang lebih kompleks,
karenanya  saling  berhubungan, saling
tergantung, dan saling memengaruhi satu sama
lainnya.

Oleh karena itu, menjalin hubungan dalam
organisasi merupakan suatu hal yang harus
diperhatikan dan harus diterapkan. Sebagai
suatu sistem, organisasi juga harus memiliki
karakteristik yang dimiliki setip sistem sosial
menurut  Kriyantono (2014: 79), vaitu
keseluruhan dan saling bergantung (whoeleness
and interdependece), hierarki (hierarchy),
peraturan sendiri dan kontrol (self-regulation
and control), pertukaran dengan lingkungan
(interchange  with  the  environment),
keseimbangan (balance), perubahan dan
kemampuan adaptasi (change and
adaptability), dan sama tujuan (equifinality).

Menurut Heath (dalam Kriyantono, 2014: 78)
mengatakan bahwa teori sistem berguna untuk
memahami proses public relations. Praktisi
Public Relationsdapat menjadikan teori ini
sebagai dasar menjalin hubungan dengan
publiknya sebagaimana yang teah dikatakan
oleh Grunig & Hunt (dalam Kriyantono, 2014)
bahwa definisi Public Relations sebagai
“management of communication between an
organization and it’s public” tersebut
didasarkan pada pendekatan teori sistem atas
public relations.
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Teori ini juga menganggap bahwa aktivitas
organisasi mengakibatkan konsekuensi
(dampak)rhagi publiknya. Dengan kata lain,
Public Relationsmemiliki peran yang sangat
okrosial datam menjalankan hubungan dengan
@@Iiknya dan hasil yang akan didapat di

g)gg)liknya Seperti citra dan reputasi organisasi
gituasegdiri

gT“&)r(:swtem juga memiliki fungsi boundary
5panmng merupakan fungsi yang membantu
ibegyalﬁnya suatu sistem, Dalam sebuah
Emﬁamsam boundary spanning merupakan
sebuah Kegiatan yang dilakukan untuk
%ngmﬂerlkan informasi  tentang organisasi
3(@61(% publik. Muhammad  (2005:128)
%ngnjglaskan bahwa boundary spanning adalah
g‘tgng@atan dimana para anggota tim melakukan
%kamunikasi dengan pihak luar tim”. Pada
%e@uﬁl organisasi, “pihak luar tim” berarti
@Lﬁ)llk di fwar struktur organisasi. Kegiatan ini
gdﬁakukan agar tidak terjadi salah paham antara
%)rﬁanlsaﬂ dengan publik mengenai isu-isu
:yﬁg tengah beredar mengenai organisasi.

3Tt@uan fongsi boundary spanning adalah
Smembangun sistem komunikasi dua arah antara
f:prﬁanisasi dengan publik. Hal ini akan
“nembuat publik tidak merasa dikucilkan dan
§n§m|n|mah3|r tindakan-tindakan publik yang
Eakan merugikan organisasi. Komunikasi dua
glrah akan mempermudah organisasi dalam
gmémbuat suatu keputusan agar dapat mewadahi
@ke%ngman dan kebutuhan publiknya.

EDapat dikatakan boundary spanning juga sangat
§:Jermanfaat di ranah kegiatan pemerintahan,
“tefutama pada humas pemerintahan Kota
Spekalongdh yang dimana mereka menyambung
“komunikasi mereka secara publik atau luas.
“Komunikasi yang dimaksud adalah bagaimana
menyampaikan informasi kepada masyarakat
mengenai.. peraturan baru yang akan
dilaksanakan oleh pemerintahan.

Boundary= spanning juga dilibatkan sebagai
salah safti interaksi pemerintah (organisasi)
dengan publiknya, menurut Kriyantono (2014 :
77) bahwa komunikasi yang harus dilakukan
haruslahssecara luas atu tidak bergantung
dengan interaksi internal dan proses tetapi

melainkan harus melakukan interaksi dengan
kelompok lainya

Teori sistem juga memiliki beberapa bentuk
seperti teori sistem sosial dari Katz dan Khan
(1961) nenurut mereka struktur sosial berbeda
dengan struktur mekanis dan struktur biologis,
jika suatu sistem sosial berhenti maka tidak
mempunyai struktur terpisah dari kegiatanya.
Teori ini menyadari bagaiaman suatu keadaan
yang terorganisasikan perlu mengenal berbagai
hambatan untuk mengurangi komunikasi secara
acak ke saluran-saluran yang sesuai untuk
pencapaian tujuan organisasi.

2. Fungsi Public Relations

Peran public relations dalam pemerintahan juga
menjadi salah satu fungsi manajemen yang
membangun dalam mempertahankan hubungan
yang baik dan bermanfaat antara organisasi
dengan masyarakat yang mempengaruhi
kesusksesan atau kegagalan dalam organisasi
pemerintahan tersebut, peran profesi public
relations semakin bias tanpa adanya
spesialisasi  profesi sehingga diharapkan
seorang praktisi humas memahami peranya
dengan baik, gukan hanya pelengkap kerja dan
pekerjaan rangkap seorang sekretaris direksi.
Konsep peranan petugas humas yang
dikembangkan oleh Broom (1989), yang
dikembangkan oleh Broom dan juga Smith
mengatakan bahwa peran humas atau public
relations merupakan salah satu kunci penting
untuk pemahaman fungsi humas dan
komunikasi organisasi.

Fungsi public relations sendiri terdapat dua
jenis vyaitu fungsi konstruktif dan fungsi
korektif yang membedakan kedua fungsi ini
adalah fungsi konstruktif merupakan fungsi
yang diamanan peran humas dalam hal ini
mempersiapkan mental dari publik atau
masyarakat untuk menerima suatu kebijakan
pemerintah untuk mengetahui kepentingan
publik, mengevaluasi perilaku publik ataupun
organisasi, menyiapkan prakondisi untuk
mencapai saling pengertian,percaya dan salaing
membantu terhadap tujuan tata kelola lembaga
publik atau organisasi pemerintahan yang dia
wakilkan.
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Sedagkan fungsi korektif merupakan fungsi
yang memposisikan public relations sebagai
problem (msolver, apabila  pemerintahan
mengalami- suatu prmasalahan atau sedang
okritis dengan publiknya atau masyarakat, public
Eeiatlon harus berperan dalam mengatasi
g)ggmasalahan tersebut, fungsi public relations
guga _untdk membantu masyarakat yang
“kagmpleks=dan pluralistic untuk menentukan
gke%umsan ¢lan menjalankan fungsi secara lebih
fefo ktif dengan memberikan  kontribusi-
%@tr%ua dan pemahaman bersama diantara
%@mﬁpok ataupun sebuah institusi.

133@)”% relations juga berfungsi  untuk
@ﬁye%raskan kebijakan publik dan privat,
%n%agani perbagai macam institusi di dalam
gmgsy%lc’rakat, seperti institusi bisnis, serikat
“perdagangan, agen pemerintahan, asosiasi
csukargla, yayasan, rumah sakit,
@e@olah perguruan tinggi, dan institusi tersebut

arus mengembangkan hubungan yang lebih
%f@ktlf derigan banyak audiens atau publik yang
%&‘beda beda seperti karyawan , anggota
%ﬁaﬂkelompok kelompok tertentu, konsumen,
g&cﬁnunltas fokal suatu daerah, shareholder, dan
angtirusi lain dengan masyarakat yang lebih
duas. Manajemen dari sebuah institusi harus
-memahani- secara mendalam sikap dan nilai
Zydng dianut publik mereka dalam rangka
“méraih tujuan institusionalnya, tujuanya sendiri
%cgalah mereka dibentuk oleh lingkungan
:elé%ternal Praktisi public relations bertindak
asegagal konselor bagi manajemen dan
Emﬁdlator membantu menerjemahkan tujuan
gor%vat kegdalam bahasa kebijakan dan tindakan
Syahg maswk asal yang bisa dipahami oleh
%m@ yarakat.

spublic ¥elation sebagai alat penggerak
“manajemgn moderen, public relations, secara
strukturald merupakan bagian integral dari
kelembagaan atau organisasi yang diartikan
sebagai public relations bukanlah merupakan
fungsi terpisah dari fungsi kelembagaan atau
organisast; tersebut. Fungsi ini sangat sejalan
dengan eidengan konsep humas yang
berkembang kini adalah konsep yang
menekankan pentingnya komunikasi dua arah,
diambil dari Howard Child, fungsi dasar public
relations fikan untuk menampilkan pandangan
organisasicatau seni sikap publik, meinkan

untuk melakukan rekonsiliasi atau penyesuaian
terhadap kepentingan masyarakat setiap aspek
pribadi organisasi ataupun perilaku perusahaan
yang mempunyai signifikan sosial, jadi public
relations berfungi untuk membantu organisasi
melakukan penyesuaian terhadap lingkunganya
tempat organisasi tersebut beroperasi.

3. Humas Pemerintahan

Dilembaga pemerintahan, humas pemerintahan
berperan sebagai pemyampaian informasi
tentang kebijakan-kebijakan penguasa kepada
rakyatnya, = menurut  Siramesh  (2004)
menyatakan bahwa dalam sistem ini pers sangat
dikontrol oleh pemerintahan sehingga pers
berfungsi menyampaikan sebuah informasi
yang datangnya dari pemerintahan itu sendiri
untuk rakyat dan tidak sebaliknya, saat ini
istilah Public Relation suntuk humas sudah
banyak dikenal oleh masyarakat luas.

Pada tahun 1972 humas atau public relation
sudah mulai dikenal oleh masyarakat maka
pada tahun 1987 maka berdirilah PERHUMAS
atau persatuan humas dan juga munculnya
APPRI asosiasi perusahaan Public Relations
Indonesia  diakarenakan  kemajuan  per-
ekonomian pada zaman Soeharto, dan juga
didukung pembangunan pada zaman itu yang
sangat luar biasa. Humas pemerintahan tidak
hanya digunakan sebagai  penghubung
kepentingan perusahaan dan stakeholder, ada
beberapa faktor salah satu penunjang
perkembangan humas pemerintahan yang ada
di Indonesia menurut Vercic, Gruning, dan
Gruning menyebutkan bahwa perkembangan
humas dipengaruhi beberapa faktor pendorong
yang dimana mendorong perkembangan humas
di pemerintahan, seperti adanya dorongan dari
demokratis kehidupan politik, industrialisasi,
perkembangan teknologi komunikasi,
privatisasi dan liberasi perekonomian, dan
penerapan good governance atau tata kelola
lembaga publik.

Sistem politik menjadi salah satu tolak ukur
pendorong humas adalah demokrasi, menurut
Sriramesh bahwa dalam pasar bebas dengan
kompetisi yang sifatnya terbuka, strategi dari
humas sendiri sangat diperlukan untuk
memenangkan sebuah pertandingan. Humas
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juga berperan sebagai bagian yang dapat
membangun sebuah citra lembaga bisnis, citra
corporateiycitra  produk, dan citra suatu
pemerintahan atau lembaga. Pada zaman cyber
ajnp humas:lebih mudah dan praktis komunikasi
?D?idn riset=dapat dilakukan melalui internet,
g)gvatlsam dan juga liberalisasi perekonomian
gmenjylkan sebuah peluang bisnis lebih terbuka
ﬁ@ Kompetitif.

0 E_ @)

Kedudukan dan peran humas dalam
Cp%nef_ﬁcjntahan terdapat beberapa aspek yang
“méngatakan bahwa sistem humas dalam sistem
;]_oﬁne%ntahan terdapat adanya environment,
%J(i”pnﬂary, input dan output, throughtput dan
a‘eédback menurut Grunig dan Hunt (1984)
@%v@ pemerintahan  atau  organisasi
gmgrugakan suatu sistem yang memiliki batas-
%hatas2 wHayah yang jelas, hidup pada
ﬁi@gkgngan tertentu saja. Pemerintahan dengan
ﬁigem yang tertutup diartikan bahwa mereka
“lidak befinteraksi sama sekali dengan
“publiknya- atau masyarakat sekitar mereka,
%&lka sebuah sistem tidak bisa memenuhi
%(&)utuhan dan serta menyerap keluarannya
USG%dII’I dergan kata lain ia (pemerintahan atau
aegpbaga) memerlukan atau bergantung pada
g§|§em lain atau lingkunganya untuk bisa
“beftahan Hhidup dan sistem tersebut secara
“otomatis telah berubah menjadi sistem yang
EteEbuka

P

e

e

U

gl—lamas merupakan fungsi yang diperlukan oleh
tse%uah Bfganisasi atau pemerintahan yang
gmgnganut sistem terbuka untuk mengelola
ghtiﬁungan yang baik atau interaksi dengan
g’p lik serta komunikasi yang baik dengan
—organisasteatau pemerintahan yang lain dan
80|§ak piliak luar, lanjutan menurut Grunig dan
sHunt meAYebut humas dengan istilah boundary
“spanner Xarena posisinya yang mengantarai
atau beratla diperbatasan manajemen pusat
dengan bagian-bagian lain yang ada di dalam
organisasiy® serta antara organisasi dan
lingkungahya. Dengan demikian kehadiran
humas pemerintahan menjadi salah satu yang
diperlukarr, dalam pemerintahan karena fungsi
dan perafiya menjadi salah satu penghubung
baik itug. masyarakat ataupun organisasi
pemerintghan yang ada di luar sana.

Humas juga mempunyai dua faktor yang
memengaruhi keberadaanya dalam sebuah
pemerintahan, yang pertama  adalah
besarkecilnya organisasi atau pemerintahanya
mencangkup kemampuan sumber daya yang
dimiliki pemerintahan atau organisasi tersebut,
kedua adalah kemampuan kepemimpinan yang
di pimpin oleh kepala bidah humas disuatu
pemerintahan.

Peran dan kedudukan humas pemerintahan
menurut Cutlip, Center, dan juga Broom (1985)
menggambarkan kedudukan humas
pemerintahan adalah sejajar dengan fungsi,
tugas, dan peran mereka seperti organisasi
lainya yang ada di pemerintahan. Menurut
Grunig dan juga Hunt yang merajuk karya
Broom dan Dozier mengidentifikasikan bahwa
peran humas pemerintahan sebagai teknisi dan
peran manajer.

Menurut Dozier terdapat tiga jenis manajer
dalam humas pemerintahan, yang pertama
adalah expert preciber yaitu merupakan ahli dan
penasihat bagi manajemen humas
pemerintahan, kedua communication facilitator
merupakan fasilitator komunikasi antara
pemerintahan lain ataupun publiknya, terakhir
ketiga problem sloving process fasilitator
anggota humas yang dibentuk dalam tim yang
dilibatkan untuk menyelesaikan suatu masalah.

4. Tata Kelola Lembaga Publik

United National Development Program
menurut (Suprayitno 2004) mendefinisikan
governance sebagai ‘“penggunaan wewenang
ekonomi, politik dan administrasi guna
mengelola urusan- urusan negara pada semua
tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh
mekanisme, proses dan lembaga-lembaga
dimana warga dan kelompok-kelompok
masyarakat mengutarakan kepentingan mereka,
menggunakan  hak  hukum,  mematuhi
kewajiban dan menjembatani perbedaan-
perbedaan diantara mereka.

Ada tiga pilar utama yang mendukung
kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan
tata  kelola lembaga  publik  yaitu
Negara/pemerintah (the state), masyarakat
adab, masyarakat madani, masyarakat sipil
(civil society), dan pasar atau dunia usaha.
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Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan
bertanggung jawab baru tercapai bila dalam
penerapafm)otoritas  politik, ekonomi dan
administrasi ketiga unsur tersebut memiliki
njacingan dan interaksi yang setara dan sinerjik.
kS an%Eraka dan kemitraan seperti itu biasanya
= @@‘gu dapat berkembang subur bila ada
o %k@egayaan (trust), transparansi, partisipasi,
~ SsertaZtatazaturan yang jelas dan pasti, Tata
- skelol@> leribaga publik yang sehat juga akan
%o%k@hbang sehat dibawah kepemimpinan
@@gﬂerwmawa dan memiliki visi yang jelas.
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Lcmgnﬁtakan pelayanan prima dalam tata kelola

Dle@b“ﬁlcga publik suatu bentuk kegiatan
Tpefayanan yang dilaksanakan oleh

=z gogne%mtahan termasuk humas dalam tata
ikeiola lembaga publik sebagai upaya
jpemenuhan kebutuhan penerima pelayanan
%nﬁupun pelaksanaan ketentuan peraturan
;p&undang sundangan.
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;IVEnurut BIndang-undang kepegawaian no 33
gaﬁun 1999, Pegawai Negeri Sipil atau PNS
%seiiaku apatur  pemerintahan ~ memiliki
“kéwajibann untuk  bertugas  memberikan

glayanan® kepada  masyarakat  secara
Eprﬁfessional, selaku pelayanan PNS harus
§‘n$mberikan pelayanan yang baik kepada
gblﬂallk atau masyarakatnya dan melayani
cmgsyarakat tanpa pandang bulu. Jadi PNS,
iha?us békkewajiban memberikan pelayanan
téa@u melyani bukan dilayani.

>

“Pelayanafi® publik atau tata kelola lembaga
Spublik adfalah segala bentuk pelayanan yang
iBerikartoleh pemerinahan pusat dalam rangka
“memenulm,. kebutuhan masyarakat —sesuai
dengan peératuran perundang-undangan yang
berlaku .keputusan MENPAN no0.81/1993).
Dalam =rangka meningkatkan kualitas
pelayanan; diperlukan bentuk pelayanan prima.

Tujuan pelayanan prima dalam tata kelola
lembaga publik adalah memberikan pelayanan
yang dapat memenuhi dan memuaskan
masyarakai serta memberikan fokus pelayanan
kepada masyarakat. Pelayanan prima dalam
sektor pulstik atau masyarakat didasarkan pada

aksioma bahwa pelayana publik adalah suatu
pemeberdayaan. Jika pelayanan pada sektor
bisnis berorientasi suatu profit, pelayanan prim
dalam tata kelola lembaga publik bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara
sangat baik atau terbaik.

Perbaikan pelayanan dalam tata kelola lembaga
publik merupakan kebutuhan yang mendesak
sebagai  kunci  keberhasilan  reformasi
administrasi negara. Pelayanan prima dalam
tata kelola lembaga publik bertujuan untuk
memberdayakan masyarakat, bukan
memperdayakan masyarakat atau membebani
masyarakat, sehingga pemerinahan terutama
humas dalam membangun sebuah kepercayaan
masyarakat kepada pemerintahan. Sebuah
kepercayaan merupakan modal bagi kerja sama
dan partisipasi masyarakat dalam program
pembangunan.

Memberikan suatu pelayanan yang terbaik
untuk masyarakat dalam meningkatkan tata
kelola lembaga publik, pemerintahan harus
memenuhi dan memuaskan pelanggan sesuai
dengan kebutuhan dalam rangka seperti berikut,
pertama memberdayakan masyarakat sebagai
pelanggan pelayanan publik, kedua
membangun dan menumbuhkan kembali
kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan.

Pelayanan prima dalam tata kelola lembaga
publik akan memberikan manfaat bagi upaya
peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan
kepada masyarakat sebagai pelanggan dan
acuan pengembangan penyusunan standar
pelayanan. Sebagai penyedia pelayanan
pemerintahan memiliki acuan tentang bentuk,
alasan, waktu, tempat, dan proses pelayanan
yang seharusnya, berikut merupakan manfaat
pelayanan prima dalam tata kelola lembaga
publik, pertama adalah meningkatkan kualitas
pelayanan pemerintah terutama humas kepada
masyarakat, kedua acuan untuk pengembangan
penyusunan standar pelayanan, dan Kketiga
merupakan acuan untuk pelayan, pelanggan,
atau stakeholder dalam kegiatan pelayanan
5W+1H  (why,when,with,whom,where, dan
how) pelayanan harus dilakukan.

METODE PENELITIAN
A. Subjek Penelitian
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Penelitian ini menggunakan metode kualitatif,
kualitatif itu sendiri dikenal dengan istilah
subjek penglitian. Menurut Sugiyono (2011)
metode penelitian kualitatif penelitian kualitatif
cadalah  sbatu  metode penelitian  yang
g)eglandaskan pada filsafat postpositivisme,
Lgdjgunakan untuk meneliti pada kondisi objek
~yang_alanaiah dimana peneliti adalah sebagai
%ngtr@men kunci, pengambilan sampel sumber
adata ©dilakukan secara purposif, teknik
%peng&*mpulan dengan triangulasi, analisis data
g)gs@t induktif/kualitatif, dan hasil penelitian
§k®l|&t|f lebih menekankan makna daripada

@ei]egllsam

r.?é,:neﬁuan kualitatif bertumpu pada latar
@eﬁal@ng alamiah secara holistik,
gmgmgosmkan manusia sebagai alat penelitian,
Imelakukaf analisis data secara induktif, lebih
cmgmentingkan proses daripada hasil serta hasil
@@elltlan yang dilakukan disepakati oleh
jjei’]_ehtl dan subjek penelitian.

aKarakteristik dari penelitian kualitatif pada
apﬂaksanaannya jenis penelitian ini terdapat
CIB khustis yang membedakannya dengan
?mgtode penelitian yang lain. Adapun ciri-ciri
“pehelitian®kualitatif adalah sebagai berikut,
“yang pertama adalah lingkungan alam sebagai
Euﬁber data biasanya sumber daya yang
“digunakan dalam penelitian ini berasal dari
Jingkungan alamiah, yaitu berbagai peristiwa
g/%lg terjadi dalam kondisi dan situasi sosial.
uP@ses fiset dilakukan dengan beriteraksi
aaﬁgsung melalui pengamatan, pencatatan, dan
umﬁnggall sumber informasi yang berhubungan
Q:ﬂengan peristiwa yang diteliti. proses tersebut,
a{;J(Eﬁflelltl mempelajari proses penemuan dengan
Emencatat melakukan analisis, membuat
oJaporan, “dan menyimpulkan kegiatan riset
“tersebut. Hasil temuan dilapangan yang masih
berbentuks teori, prinsip, dan konsep, akan
dikembaAgkan lagi. Terakhir karakteristik
kelima mengutamakan makna Dalam penelitian
kualitatif; makna  yang  disampaikan
berhubungan dengan persepsi orang dengan
suatu kejadian yang diteliti. subjek pada
penelitiagyni adalah dua orang perwakilan dari
Humas .pemerintahan kota Pekalongan, satu
narasumier  dari DIKOMINFO  kota
Pekalongafi, dan empat narasumber dari
masyarakat lokal kota Pekalongan. Narasumber

pertama adalah Bapak Restu, beliau berumur 45
tahun, dan menjabat sebagai kepala Humas
protokol kota Pekalongan, narasumber yang
kedua adalah Bapak Anwar, beliau berumur 27
tahun yang menjabat sebagai sekretaris daerah
Humas kota Pekalongan.

Narasumber yang ketiga adalah lbu Nurul,
beliau berumur 42 tahun, dan beliau menjabat
sebagai kepala bidang informasi dan
informatika PPID  DIKOMINFO  kota
Pekalongan, narasumber ketujuh adalah Abi
Pramana mahasiswa 21 tahun, berkuliah di
Universitas Diponegoro Semarang,
Narasumber kedelapan bernama Nuriah Irsani
pekerjaan karyawan pabrik berumur 17 tahun,
Narasumber kesembilan adalah Abdul Kholig
berumur 50 tahun pekerjaan pengemudi ojek
online di kota Pekalongan, Narasumber
kesepuluh yang terakhir bernama Akhlum Nur
Alam berumur 30 tahun pekerjaan pengemudi
ojek online di kota Pekalongan.

B. Desain Penelitian

Penelitian menggunakan metode kualitattif
deskrptif merupakan salah satu dari jenis
penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian
kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengungkapkan kejadian atau
fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan
yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan
menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.
Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan
data yang bersangkutan dengan situasi yang
sedang terjadi, sikap serta pandangan yang
terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan
antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar
variable yang timbul, perbedaan antar fakta
yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu
kondisi, dan sebagainya.

Menurut Sugiyono (2011) penelitian kualitatif
deskriptif adalah metode deskriptif adalah suatu
metode yang digunakan untuk menggambarkan
atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi
tidak digunakan untuk membuat kesimpulan
yang lebih luas.

Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif
searah dengan rumusan masalah serta
pertanyaan penelitian / identifikasi masalah
penelitian. Hal ini disebabkan tujuan dari
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penelitian ini akan menjawab pertanyaan yang
sebelumnya dikemukakan oleh rumusan
masalah (m)serta  pertanyaan  penelitian/
identifikasi masalah.

:pgiam pénelitian ini, pada umumnya akan
%egadl tiga hal kemungkinan masalah yang
LDﬂqi‘gawa oleh peneliti ke penelitian tersebut,
dengan smenggunakan metode  kualitatif
fd@ktiptif yaitu, pertama masalah yang dibawa
éoane’ﬂatl adalah masalah tetap, yaitu judul dari
“penelitian= deskriptif kualitatif mulai awal
%&gguan proposal hingga akhir laporan tetap
fsa%wa%kedua merupakan masalah yang diajukan
%)Igh“ipenelltl menjadi berkembang serta lebih
anﬁno%lam sesudah  peneliti  melakukan
§pepe&tlan tersebut di lapangan, dalam hal ini
gu@akﬁerlalu banyak hal yang berubah, hanya
Shutule.  penyempurnaan  saja. Peneliti
gmgn@unakan sistem wawancara berbentuk
aFGD (Focus Group Disscusion) FGD adalah
gdi@kusi terfokus dari suatu group untuk
%n@mbahas suatu masalah tertentu, dalam

L%sana irformal dan santai. Jumlah pesertanya
%b@rvanay antara 8-12 orang, dilaksanakan
Ude%gan panduan  seorang  moderator.
EPtgpggunaan FGD untuk mewawancarai pihak

gj—lﬁmas pemerintahan kota Pekalongan.

3
@@elltl juga menggunakan teknik wawancara

Serstruktur, kepada pihak DIKOMINFO kota
?&(alongan dan juga empat narasumber
gméngenal topik penelitian peneliti. Wawancara
dngnurut Sugiyono (2011) menurut Sugiyono
gNﬁrwancara merupakan  suatu  teknik
gp@gumpulan data yang dilakukan secara
aecstruktur maupun tidak terstruktur dan bisa
A»jﬂakukan dengan cara tatap muka atau secara
Slaqgsung maupun dengan menggunakan
gljarmgan télepon.

Sebelumzmelakukan penelitian peneliti sudah
mempersiapkan pertanyaan kepada Humas
kota  PRgkalongan, DIKOMINFO  kota
Pekalongah, dan juga warga lokal kota
Pekalongan, dalam mengambil data tersebut
peneliti *henggunakan sistem FGD kepada
ketua H@fhas protokol dan juga sekretaris
daerah dafi pihak Humas peneliti memberikan
pertanyaairsecara langsung kepada narasumber
yang sudah di tetapkan oleh peneliti.

Serta melakukan wawancara terstruktur secara
langsung kepada Kepala bidang informasi dan
PPID DIKOMINFO kota pekalongan, dan
melakukan wawancara langsung kepada
masyarakat kota Pekalongan.

C. Jenis Data

Sumber Data di dalam penelitian merupakan
faktor yang sangat penting, karena sumber data
akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian.
Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan
pertimbangan dalam penentuan  metode
pengumpulan data. Sumber data terdiri dari :
sumber data pimer dan sumber data sekunder

Data primer adalah data yang diperoleh
langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini
peneliti memperoleh data atau informasi
langsung dengan menggunakan instrumen-
instrumen yang telah ditetapkan. Data primer
dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan penelitian.

Pengumpulan data primer merupakan, bagian
internal dari proses penelitian dan yang
seringkali diperlukan untuk tujuan
pengambilan keputusan. Data primer dianggap
lebih akurat, karena data ini disajikan secara
terperinci. Data ini diambil dari jawaban data
primer diperoleh dari hasil wawancara dari
karyawan atau staff Humas Pemerintahan Kota
Pekalongan

Data sekunder merupakan data yang telah
tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya
sumber data ini lebih banyak sebagai data
statistik atau data yang sudah diolah sedemikian
rupa sehingga siap digunakan dalam statistik
biasanya  tersedia  pada  kanto-kantor
pemerintahan, biro jasa data, perusahaan swasta
atau badan lain yang berhubungan dengan
pengunaan data

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan
atau laporan historis yang telah tersusun dalam
arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan
dan yang tidak dipublikasikan. Dalam
penelitian ini data sekunder didapat dari
lembaga maupun perusahaan atau pihak-pihak
yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data
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Menurut Sugiyono (2011) dalam bukunya
mengatakan pengumpulan data dapat diakukan
dalam behenapa setting, berbagai sumber, dan
juga berbagai cara. Bisa dilihat dari setting-nya
odata dapat didapatkan dengan cara setting
e ifmiah  (natural  setting), pada
d metode eksperimen
%digj@h dengan beberapa responden, pada
Ssyatuzseminar, diskusi, di jalan dan lain-lain.
§D§~la§i péhelitian ini peneliti menggunaka
ﬁeEniE wawancara secara terstruktur dan juga
FGDFoctis Group Disscusion).

g S

Zl\/%n@?ut Moleong wawancara merupakan,
<percakapaf dengan tujuan tertentu. Yang mana
agej‘c%apan tersebut dilakukan oleh dua pihak
éaltgu © lebih, vyaitu pewawancara (yang
gmgn@jukan pertanyaan) dan diwawancarai
Yyang memberikan jawaban atas pertanyaan-

“pettahlyaannya).

“Sedangkaft FGD menurut Coloumbia dan
‘AHening mereka mengemukakan bahwa Focus
Grup Diseussion adalah wawancara  dari
Es*e%elompok kecil yang dipimpin seorang
inaasumber atau moderator yang tugas mereka
%aiah satunya mendorong peserta untuk berani
ug}bﬁbicara terbuka dan spontan mengenai hal
“yang dianggap penting namun berhubungan
@@gan toPik diskusi yang sedang dibahas.

<

QSD@Iam penelitian tersebut peneliti  juga
%nglakukan observasi terhadap media yang
ipakai Dleh Humas  pemerintahan kota
Tﬁ?&alongan, bagaimna cara mereka untuk
§m§nyampaikan informasi kepada masyarakat.

c >

§P@eliti juga menggunakan teknik dokumentasi
sdalam riehgambil data wawancara seperti
e -

awawancarg dan juga berfoto bersama para
ZharasumBEr yang peneliti wawancara selama
berada digkota Pekalongan

E. Teknis Analisis Data

Analisis enurut Sugiyono (2011) merupakan
proses mengorganisasikan dan mengurutkan
data kedalam pola, kategori, dan satu uraian
dasar sehifngga dapat ditentukan tema dan dapat
dirumuskan hipotesis kerja seperti yang
disarankam; oleh data. Analisis data adalah
proses mehcari dan menyusun secara sistematis

data yang diperoleh dari hasil wawancara,
catatan lapangan, dan dokumentasi.

Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam
kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,
melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola,
memilih mana yang penting dan yang akan
dipelajari. Pada akhirnya mudah dipahami oleh
diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini teknis analisis data yang
dipakai oleh peneliti adalah dengan melakukan
wawancara dengan bentuk FGD (Focus Grup
Disscusion) untuk Humas pemerintahan kota
Pekalongan dan wawancara terstruktur untuk
DIKOMINFO kota Pekalongan dan juga warga
lokal kota Pekalongan yang sering menerima
informasi yang datang dari Humas dan juga
DIKOMINFO kota Pekalongan.

Dalam penelitian ini peneliti juga melakukan
reduksi data, menurut Sugiyono reduksi data
adalah merangkum data yang Kita dapatkan
melalui teknik wawancara menurut Sugiyono
(2011) mereduksi data berarti merangkum,
memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan
pada hal-hal yang penting, dicari tema dan
polanya. Sehingga data yang telah direduksi
akan memberikan gambaran yang lebih jelas
dan mempermudah peneliti untuk melakukan
pengumpulan data. Dengan demikian data yang
telah direduksi akan memberikan gambaran
yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti
untuk  melakukan  pengumpulan  data
selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Dari wawancara tersebut peneliti dapat
menyimpulkan data yang sudah dikumpulkan,
kesimpulan  dalam  penelitian  kualitatif
mungkin dapat menjawab rumusan masalah
yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin
juga tidak, karena rumusan masalah dalam
penelitian kualitatif masih bersifat sementara
dan dapat terus berkembang setelah penelitian
berada di lapangan. Hasil penelitian yang
didapat akan dicocokan kembali terhadap data
yang didapat agar peneliti mendapatkan hasil
kesimpulan yang terpercaya yang dikemukakan
oleh Sugiyono (2011).

HASIL ANALISIS & PEMBAHASAN

1. Kota Pekalongan
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Kota Pekalongan adalah salah satu kota di
pesisir pantai utara Provinsi Jawa Tengah. Kota
ini berbatasan dengan laut jawa di utara,
Kabupaten-Pekalongan di sebelah selatan dan
obarat danxKabupaten Batang di timur. Kota
° ?ékalongan terdiri atas 4 kecamatan, yakni
= @g(alongan Utara, Pekalongan Barat,
o gPeka@ngan Selatan dan Pekalongan Timur.
2 %ﬁgtagpekalongan terletak di jalur pantai Utara
sJawayangzmenghubungkan Jakarta-Semarang-
5. O
fSugaliaya.
cocUY
“KBtaSPekalongan berjarak 384 km di timur
ﬁa%a@ dah 101 km sebelah barat Semarang.
%(’fdta@ekalongan mendapat julukan kota batik.
Hal Iﬂl tidak terlepas dari sejarah bahwa sejak
%Jﬁu@n dan ratusan tahun lampau hingga
;se@argng, sebagian besar proses produksi batik
“Pekalongant  dikerjakan di  rumah-rumah.
cAKibatnya- batik Pekalongan menyatu erat
@@gan kehidupan masyarakat Pekalongan.
;Batlk telah menjadi nafas penghidupan
%nﬁsyarakat Pekalongan dan terbukti tetap dapat
gl%ls dandidak menyerah pada perkembangan
%jaman sekaligus menunjukkan keuletan dan
gk uwesan=masyarakatnya untuk mengadopsi
gp@mklran pemikiran baru.

C]

'qe]esew mens uenelun uep Yy
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2. Hwamas Pemerintahan Kota
P&kalongan

e/(.le>1 uesn
p ueyuw

-Humas kota Pekalongan merupakan ujung
-tombak  keberhasilan  hubungan antara
énermtahan kota Pekalongan dan masyrakat
gkcﬁa Pekalongan sesuai dengan perda bahwa
EH&Pmas kota Pekalongan adalah penyambung
gmasyarakat dengan Walikota dan wakil
likota®d yang  tugasnya  membantu
SmegmberiKan sebuah informasi keluar mengenai
“egiatan fyang dilakukan ataupun tata kelola
“yang sedang dijalankan oleh Walikota dan
wakil Walikota dalam membangun kota
Pekalongan yang baik.

Selain itu=Humas juga mempublikasikan setiap
kegiatan =dan keberhasilan suatu projek yang
sudah disusun olen Walikota dan jajaranya,
contoh kéberhasilan yang dipblikasikan seperti
pembangunan saluran untuk menanggulangi
kebanjiraps dibeberapa wilayah yang ada di
pekalongan, Humas pekalongan juga bekerja

dengan membangun hubungan baik dengan
para masyarakatnya.

Tata kelola yang dibuat oleh pihak Humas
pemerintahan kota Pekalongan sendiri adalah
bagaimana menciptakan suatu kepercayaan
kepada masyarakat bahwa mereka juga bisa
digunakan sebagai lahan untuk permasalahan
yang ada pada masyarakat di kota Pekalongan.
Bukan hanya masalah saja tetapi bagaimana
para Humas mau mendengarkan masyarakat
yang mempunya usulan tentang tata kelola yang
lebih baik, Humas juga harus cepat dan juga
merespon permasalahan yang terjadi ataupun
tanggapan mengenai tata kelola kota
Pekalongan untuk yang lebih baik lagi.

Bukan hanya untuk tata kelola saja tetapi
Humas juga dapat digunakan sebagai salah satu
dinas yang dapat mensosialisasikan karya atau
usaha kecil dari warga kota Pekalongan, selaku
Humas sendiri harus mengunggah hasil karya
dari kota Pekalongan seperti mulai dari hasil
karya, wisata, dan juga kuliner dari kota
Pekalongan, sehingga pemerintah membuat
buku mencangkup menenai kota Pekalongan
mengenai wisata,kuliner, dan budaya yang ada
di kota Pekalongan.

Selain itu Humas kota pekalongan dibagi
menjadi dua subag yaitu bagian protokol dan
juga bagian informasi da dokumnetasi, bagian
protokol bekerja dalam kegiatan yang
dilakukan oleh Walikota sedangkan bagian
informasi dan dokumentasi hanya memberikan
informasi dan mempublikasikan kegiatan yang
dilakukan oleh Walikota mengenai
pembangnunan dan juga menaruh informasi
tersebut di media yang digunakan untuk
melakukan publikasi seperti media cetak lokal
dan elektronik lokal.

Namun Humas Pemerintahan kota Pekalongan
sudah berganti nama menjadi Protokol
komunikasi pimpinan kota Pekalongan, yang
dimana kerjanya sama dengan Humas namun
protokol hanya memberikan dokumentasi dan
informasi dari sisi pemerintahan untuk
masyarakat, dan layanan informasi publik
sudah diserahkan semua kepada DIKOMINFO
untuk informasi publik yang lebih luas lagi.

3. DIKOMINFO Kota Pekalongan
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Dinas Komunikasi dan Informatika
(Diskominfo) Kota Pekalongan adalah
salah(rsatu Dinas Teknis di lingkungan
—.Pemerintah  Kota Pekalongan, yang
gmenyelenggarakan kewenangan urusan

§ pemerintahan Komunikasi dan
2 Informatika.  Secara  legal ~ formal,

3 Diskominfo Kota Pekalongan dibentuk
2 berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota
é, Pekalehgan Nomor 1 Tahun 2011 tentang
o Qrganisasi dan Tata Kerja Perangkat
< Daerah Kota Pekalongan. Perda Nomor 1
‘S Tahuns 2011 ini merupakan revisi atau
o e&aluasi atas berbagai Perda tahun 2008
3 yang berkaitan dengan Organisasi dan Tata
o Igerja,Perangkat Daerah Kota Pekalongan

S (RerdasNomor 4, 5, 6, 7 dan 8 Tahun 2008).

- Sekalfpun secara nomenklatur,
< pémbeéntukan  Diskominfo berdasarkan
& PerdagNomor 1 Tahun tahun 2011 ini
5merugakan Dinas baru, namun demikian
-secara+ operasional sebenarnya urusan
pemerintahan  yang terkait dengan
© komugikasi dan informatika  sudah
o dilaksgnakan olen Pemerintah  Kota
dengan nama dan level
= kelembagaan yang berbeda.

ueduaw eduey 1ul sy eAuey ynuJ
b

wn

& Sebeldim terbentuknya Diskominfo tahun
- 2011 ini, penyelenggaraan  urusan
> pemerintahan di bidang Komunikasi dan
o Informatika diselenggarakan oleh 2 (dua)
S uni kelembagaan,  vyaitu Bagian
c Pengélolaan Data Elektronik (PDE) pada
o Sekretariat Daerah (Eselon Il1-A)., dan
» Bidang Komunikasi dan Informatika pada
3 Dinasz- Perhubungan, Komunikasi
3 Informatika dan pariwisata Budaya

- (Dish@ibkominfoparbud).

ep ue

w

u

go

ns ue

Sejalah dengan restrukturisasi
kelembagaan perangkat daerah
berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2011
tersebtit, maka kedua lembaga tersebut
kemudian ‘dimerger’ menjadi satu dan
berubah nama menjadi Dinas Komunikasi
dan Informatika, sehingga
Dishubkominfoparbud, berubah menjadi
Dishgbparbud saja, dan kelembagaan
Bagian PDE pada Setda di tiadakan.

Perubahan terkait kelembagaan yang
mengelola urusan  komunikasi  dan
informatika di Kota Pekalongan mengalami
beberapa dinamika. Sebelum tahun 2008
sendiri, penyelenggaraan urusan Kominfo,
terutama yang berkaitan dengan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) ditangani
oleh Bidang Data Elektonik yang berada
atau menjadi satu dengan Badan Arsip,
Data Elektornik dan Perpustakaan Daerah
(Bardepusda).

ANALISIS

Penyampaian informasi yang dilakukan
oleh Humas dan juga DIKOMINFO juga
berdasarkan informasi yang didapatkan
dilapangan oleh teknisi komunikasi
masing-masing organisasi pemerintahan
yaitu Humas dan DIKOMINFO, pada
gambar dibawah ini merupakan contoh
situs resmi dari Humas dan DIKOMINFO
mengenai acara ataupun  perlakuan
kebijakan yang dilakukan oleh Walikota
dan Wakil Walikota. Dalam situs resmi ini
Humas dan juga DIKOMINFO mengunduh
berita mengenai  keberhasilan  dari
pemimpin ataupun keberhasilan program
yang mampu meminmalisirkan keadaan

yang dialami oleh masyarakat kota
Pekalongan terkini mengenai
pembangunan infrastruktur kota

Pekalongan, serta dalam situs resmi ini

Humas dan  juga  DIKOMINFO
memberikan informasi mengenai
keberhasilan  yang dilakukan  oleh

pemerintahan kota Pekalongan. salah
satunya adalah keberhasilan Walikota kota
Pekalongan dalam pelayanan publik yang
terus membaik, sehinnga Walikota
mendapatkan penggahargaan. Dalam situs
resmi DIKOMINFO kota Pekalongan,
mereka menulis mengenai keberhasilan
program yang berlaku untuk membantu
masyarakat, gerakan ini juga sangat
membantu  bagaimana  proses  untk
mengimplementasikan tata kelola lembaga
publik adalah memberikan pelayanan
publik yang dikerahkan oleh pemerintahan
kota Pekalongan. selain keberhasilan
DIKOMINFO juga memberikan informasi
bukan pemerintahan saja tetapi juga
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masyarakatnya. Salah satunya bagaimana
DIKOMINFO  memberikan  informasi
mengenai bagaimana masyarakat akan
—.dikenalkan mengenai smart city untuk
© mendukung dan mengimplementasikan tata
© kelolagdembaga publik di kota Pekalongan.

ue

««

Media; sosial yang digunakan  Humas
© Pémerintahan juga memberikan informasi-
qgléﬁormasi kepada masyarakat mngenai

© giatan yang dilakukan oleh Walikota dan
© juga Wakil Walikota seperti yang Peneliti

w

u

[

O
& kgtakana bahwa mereka lebih fokus
s terhadap ~ pimpinan  mereka  juga

o; memberikan informasi mengenai kegiatan
- p%npihan kota Pekalongan, dilihat dari

Pemerintahan  dapat dilihat  bahwa

pémerintahan ingin menjalin hubungan

c dengag menggunakan cara memberikan

buktl yang baik dan positif kepada

‘masyatakat mengenai citra dari pimpinan
ta Pekalongan itu sendiri.

ko

Selaingitu Humas Pemerintahan dan juga
DIKOMINFO adalah bagian yang saling
bekerfa sama namun dalam penampain
informasi DIKOMINFO  memberikan
i mereka secara luas dengan
o adanya media sosial mereka juga lebih
S leluasa dan sangat cekatan dalam
= mengambil suatu informasi mengenai
% peristiwa yang terjadi hingga kebijakan-
¢ kebijakan yang berlaku di kota Pekalongan.
o Conteh dari informasi yang diberikan
2 adalah_kenaikan pendapatan biaya eksport
3 dan import di kota Pekalongan sehingga
3 menguntungkan masyarakat.

S
=
o
2
3
D
<)

ep uejWnjuedUSU edue) Ul sM eMex ynd

Dalam, media sosial twitter mereka juga
memberikan informasi berupa membuat
seminar yang diperutukan untuk siswa
siswizsekolah menengah pertama dan juga
menergah atas mereka bekerja sama
dengah BNN kota pekalongan mengenai
bahaya dari pemakaian narkoba di
IndoAgsia, dan mereka juga menjelaskan
mengdpa acara itu diadakan untuk
meniftlak dan memberikan pengetahuan
mengenai bahaya dari narkoba itu sendiri.

Karena mereka miliki para ahli dalam
lingkungan organisasi mereka dalam
lingkup kerja Humas dan DIKOMINFO
kota Pekalongan seperti penasihat ahli
yang peran, fungsi, dan tugasnya adalah
mereka merupakan orang yang ditunjuk
untuk memecahkan suatu permasalahan
antara masyarakat dan juga pemerintahan
yang terjadi kepada masyarakat mengenai
suatu infrastruktur di kota Pekalongan yang
kurang berjalan ataupun bencana yang
sedang mereka alami biasanya masyarakat

akan secara langsung datang untuk
mengutarakan ~ permasalahan  tersebut
ataupun  menggunakan media yang

digunakan oleh Humas untuk kepentingan
permasalahan masyarakat penasihat ahli
dalam Humas dan juga DIKOMINFO
memberikan solusi yang terbaik dengan
membuat program yang dimana program
tersebut akan diimplementasikan agara
masalah yang sama tidak terjadi lagi karena
adanya program yang sudah dinuat dari
Humas dan DIKOMINFO kota
Pekalongan. Pada penelitian ini peneliti
juga menysipkan dokumen mengenai situs
pengaduan kota Pekalongan.

Bukan hanya penasihat ahli saja yang
bekerja namun dibalik itu terdapat
fasilitator komunikasi yang fungsi, tugas ,
dan peranya adalah sebagai mediator antar
permasalahan masyarakat dan juga
pemerintahan,mereka mencairkan suasana
antara pemerintahan dan juga masyarakat
itu sendiri, dan mereka merupakan
penghubung antara masyarakat dan juga
pemerintahan dan membantu pihak Humas
ataupun DIKOMINFO terutama
manajemen untuk mendengar keluhan dan
harapan masyarakat untuk pemerintahan
kota Pekalongan yang lebih baik laigi
kedepanya.

Mereka juga harus bisa menjabarkan
keinginan, kebijakan, dari publik ke
pemerintahan sehingga timbulnya
kepercayaan dan adanya timbal balik antara
masyarakat dan juga pemerintahan maupun
antara  organisasi ke  pemerintahan
begitupun sebaliknya, timbal balik yang
diberikan masyarakat kepada Humas DAN
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DIKOMINFO adalah adanya dukungan
terhadap sistem yang berlaku pada
pemermtahan dan masyarakat lebih
—.percaya terhadapa pemerintahan karena
o mereka mendengar permasalahan dari
masyarakat.

Selain.itu juga terdapat fasilitator pemecah
maslah: dalam Humas pemerintahan Kota
pekalangan dimana fungsi, tugas, dan peran
reereka adalah memcahakan dan membantu
H'_i;lmas jika bidang Humas sedang
mengalami suatu permasalahan yang kritis
dan mereka juga bertindak sebagai
Kensuftan yang dapat memcahkan suatu
pcefrma’salahan Humas kepada publiknya
taupun  pemerintahan ke  publik.
= C‘fccmtohnya adalah bagaimana Humas dapat
> menjefaskan  tentang pemasukan dan
péngeluaran Walikota dalam pembangunan
¢ gazebgdi alun-alun kota Pekalongan yang
i anggaranya cukup mahal atau boros.

Jnyjas neje ueibeqgas diynbusw bueue)

Y

eAue
b

u

'S komunikasi dalam Humas pemerintahan
3 kota =. Pekalongan  bukan  seorang
> engineering  alat  komunikasi  yang

S digunakan sebagai fasilitas Humas untuk
5 membuat hubungan kepada publiknya,
o teknisPkomunikasi merupakan journalist in
Q%resident diartikan mereka harus terjun
> kelapangan langsung untuk mendapatkan
= SUAt U informasi dan

< mendgkumentasikanya.

o -

e

]

%Inforﬁasi dan dokumentasi yang mereka
~ ambilmerupakan acara atau kegiatan yang
5 diadakan oleh pemerintahan atau acara-
o acarayang digelar setiap tahunya.

Teorl_Sistem sendiri juga berperan penting
dalamymajunya Humas pemerintahan kota
Pekalangan dan DIKOMINFO bagaimana
pemerintah menggunakan sebuah sistem
yangesémua masyarakat harus mengetahui
sisterayang berlaku pada pemerintahan dan
mendukung sistem pemeritahan tersebut ,
teoriZihi juga berbicara mengenai fungsi
bounBary spanning vyaitu bagaimana
pemegintahan membuat seuatu hubungan
kepada publiknya atau masyarakatnya.

Seperti pembahasan dan juga gambar yang
sudah disisipkan oleh peneliti adalah
bagaimana Humas pemerintahan Kkota
pekalongan membuat sistem  untuk
diketahui oleh masyarat kota pekalongan
itu sendiri, dan membuat media pendukung
untuk mengimplementasikan tata kelola
yang publik yang sudah ada terdapat pada

Undang-undang negara tahun 2009
mengenai pelayanan publik.

Hasil Analisis

Dapat  dikatakan bahwa Humas

Pemerintahan sendiri memberikan begitu
banyak kemudahan bagimasyarakatnya dan
juga mereka juga tidak melihat perbedaan
masyarakat yang diberikan informasi dari
Humas kepada masyarakat di Kkota
Pekalongan, karena adanya sifat public
relations dan boundary spanning dalam
teori sistem menjadikan mereka dapat
berhubungan dan berkomunikasi baik
dengan masyarakatnya dan memberikan
informasi  secara  terbuka  kepada
masyarakatnya.

Dengan pelayanan ppid sangat membantu
masyarakat dalam mencari informasi yang
diberikan oleh Humas Pemerintahan
kepada masyarakat dan Humas
Pemerintahan juga langsung memberikan
dukungan penuh dengan sistem
pemerintahan untu memberikan layanan
terbaik kepada masyarakat dengan gerakan
good governance, ini ditandai dengan
pengahrgaan yang diberikan kepada negara
kepada kota pekalongan dalam
memberikan layanan publik yang baik
secara tiga tahun berturut-turut.

Humas Pemerintahan juga dibantu peran
olen DIKOMINFO dikarenakan Humas
Pemerintahan berubah sistem pada tanggal
1 Januari 2020, dan Humas dipindahkan
sebagin kepada DIKOMINFO Kota
Pekalongan, pekerjaan mereka sama
dengan Humas, namun pemberitahuan
nformasi mereka jauh lebih luas karena
berfokus pada setiap golongan dan juga
dinas pemerintahan yang ada di Kota
Pekalongan.
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Sama dengan Humas Pemerintahan bahwa
DIKOMINFO mempunya para ahi yang
mau mengambil informasi atau
—.mendekumentasi  hasil  dari  sistem
O pemerintahan yang berlaku, dan mereka
gakan memasukan semua data pada situs
2 resmiz; mereka yang  memudahkan
3 masyafakat, dan mereka juga memberikan
> igformasi bukan lewat media atau situs

«Q
C

= t;gﬁapi juga melalui banner atau baliho yang
o mereka pasang diwilayah kota Pekalongan
g yahg terpencil yang masyarkatnya belum
S mengenal  teknologi  yang  sekarang
Ztérkembang. Pelayanan yang diberikan
Y dari = DIKOMINFO  sendiri  seperti
@ pgi;mbuatan call center dan juga aplikasi
Ey@,ng membantu  masyarakat dimana
= aplikasi ini merupakan hasil kerjasama
© aptar sdinas-dinas yang ada di kota
S Pgkaléngan.

sn

nJ

4

& Bukan; hanya dalam membangun aplikasi
= saja tetapi juga membantu masyarakat
S dalan®; mencari  informasi  lowongan
_O - - - -

© pekerjaan yang diadakan oleh setiap dinas
o di kota Pekalongan, informasi diberikan
5 melaldi media cetak dan juga media sosial
= DIKOMINFO.

c

3
2 Hasil‘Analisa & Pembahasan

=)

§ Dari hasil pembahasan dan juga penelitian

3 ini dikatakan mengenai Humas
@D -
= pemenintahan kota Pekalongan dalam

& mengimplementasikan tata kelola lembaga
gpublik dalam kota Pekalongan sangatlah
~ berjalan dengan baik, terutama pada bagian
5 dimapa mereka ingin
o mengimplemantasikan suatu pelayanan

(¢]
=

- yang@isa membantu kehidupan masyarakat
di keta Pekalongan. perlu diketahui jika
Pekal@ngan merupakan kota yang keci dan
diapit-oleh kota yang besar dan daerah di
puladgawa yang cukup besar keberadaanya
itulaRg yang membuat mereka tidak mau
kalah=saing dengan kota besar lainya.

Meréka juga membuat sejumlah media
untuk; memudahkan masyarakat untuk
melihat informasi yang dibagikan oleh
Humas dan juga DIKOMINFO media yang

digunakan berupa sosial media seperti
twitter,instagram,dan lain-lain

Humas juga memberikan informasi
tersebut dikarenakan adanya peraturan
mengenai pelayanan publik yang sudah
terdapat di undang-undang, yang dimana
mereka tidak melihat dari segimana
masyarakat tersebut diartikan mereka
sangat terbuka kepada masyarakat kecil
ataupun masyarakat menengah Kkeatas.
Humas juga dibantu oleh SDM yang sangat
baik dikarenakan dibagi menjadi dua
bagian yaitu protokol dan juga dokumnetasi
mereka bekerja sama  memberikan
informasi terbaru.

Humas pun juga membuat situs untuk
menuntaskan permasalahan masyarakat di
kota Pekalongan, dengan dibangunya
situsini sangat berguna bagi pemerintahan
terutama Humas karena permasalahan akan
segera cepat ditanggapi dan langsung
dilaporkan kepada pihak yang terkait untuk
memecahkan masalah tersebut dan situsitu
juga dapat memberikan masukan-masukan
yang penting untuk menjadikan kota
Pekalongan yang lebih baik lagi secara
pemerintahan.

Humas juga bekerja sama dengan
DIKOMINFO kota Pekalongan, dinas ini
membantu Humas dalam segi dokumentasi
dan juga tata kelola lembaga publik sebagai
tolak ukur kota Pekalongan dalam
mengembangkan dan memajukan tata
kelola lembaga publik di kota Pekalongan.

DIKOMINFO  merupakan dinass yang
membantu Humas dalam memberikan
informasi secara informatif dan juga
komunikatif. Dalam undang-undang nomor
25 tahun 2008 mengenai pelayanan publik,
salah satu pasal mengatakan bahwa kota
harus bisa memberikan data data secara ril
mengenai pemerintahan kota tersebut.

Bisa mengambil garis besar bahwa
DIKOMINFO  merupakan dinas yang
menjadikan tata kelola lembaga publik
menjadi slah satu tolak ukur untuk
menjadikan kota Pekalongan menjadi kota
yang baik, berinovasi, dan juga maju dalam
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pemerintahan dan pengembanganya. Dinas
ini juga mendukung gerakan ini sudah sejak
lama(dan mereka juga membantu dalam
—. memberikan informasi kepada masyarakat
O secara=luas tanpa melihat latar belakang

2 mereka.
Q
-}

© Kedua, organisasi ini juga memberikan
© pélayanan yang sepenuh hati kepada
c masyarakatnya erutama masyarakat yang
o ter ekonomi  rendah
sekalipun mereka juga membantu mereka
dalam= memberikan informasi seperti
fé/anan beras gratia tau pengobatan gratis
)

pusw

Q
=2
Q
S

Q
3
@
3
.

e

yang ddiadakan oleh dinas pemerintahan
yang ada di kota Pekalongan.

Mereka juga terbuka dengan data — data
sépert.contoh gaji Walikota dan anggaran
desa yang diterima mereka pajang melalui
mjedia,banner atau baliho yang mereka
:sebar = keempat titik wilayah kota
“Pekalangan, dan masyarakat lebih tahu
mengenai pekerjaan apa yang dikerjakan
pemerintah selama ini. DIKOMINFO juga
memberikan  data informasi  kepada
masyakakat dimana data tersebut bisa
S diakses melalui situs PPID kota pekalongan
5 yang adidalamnya terdapat data — data
o pemefintahan yang bisa diakses kecuali
o yang dikecualikan ataupun masyarakat bisa
S datang sendiri ke DIKOMINFO untuk

= mendapatkan data tersebut.

-}
2
& Peneliti  dapat menarik garis  besar
QC;) mengenai pernyataan masyarakat
~ mengenai pertanyaan yang ditanyakan oleh
< peniliti, bahwa mereka sangat bersyukur
o dikargnakan adanya Humas pemerintahan
- kota g;Pekalongan dikarenakan mereka
terbuka dengan segala informasi dari dalam
pemefintahan atau transparan kepada
masyarakat dan Humas juga bersifat open
to public dikarenakan mereka mau
menerima kritik dan saran dari masyarakat
kepada pemerintahan serta mereka mau
menefima dan mendengarkan
permasalahan yang sedang terjadi kepada
masyarakat.

3 ynanjas neje ueibeqas di

Q

n) eAJ

n

Juaw edue) Ul s

Selaif sifat
masyarakat

transparan  kepada
mau  mendengar

yang
dan

permasalahan masyarakat mereka juga
membantu masyarakat yang mempunyai
usaha seperti kuliner ataupun pengerajin
batik Humas mau membantu dalam
mempromosikan usaha-usaha mereka, dan
usaha mereka dikenal oleh banyak orang
bukan dari warga lokal saja tetapi juga
masyarakat luar Pekalongan.

Humas dan juga DIKOMINFO berusaha
untuk menjadikan kota Pekalongan yang
terbaik dengan memberikan pelayanan
kepada masyarakatnya yang terbaik
meskipun kota kecil mereka ingin kota
Pekalongan dianggap menjadi kota yang
buka terkenal akan batiknya saja tetapi juga
akan implementasi layanan publik yang
baik bagi masyarakatnya.

Ini merupaka bentuk nyata dari teori sistem
yang dipergunakan dalam penelitian ini,
dikarenakan pemerintahan memberikan
pelayanan yang terbaik untuk
mengimplementasikan tata kelola lembaga
publik, dan Humas Pemerintahan dan
DIKOMINFO  berupaya mewujudkan
gerakan in karena sudah tertulis pada
undang-undang pemerintahan kota.
Hasilnya masyarakat banyak dibantu oleh
Humas dan Juga DIKOMINFO dalam segi
memperkenalkan kota Pekalongan di mata
dunia atau diluar kota Pekalongan itu
sendiri.

Dengan pemerintah mendengar opini
masyarakat itu juga dapat menimbulkan
hubungan yang baik antara masyarakat dan
juga  Pemerintahan  karena  adanya
hubungan sosial, yang terjalin dari
komunikasi dua arah antar masyarakat dan
juga Pemerintahan.

PENUTUP
SIMPULAN

Simpulan pertama adalah bagaimana
peranan humas itu sangat dibutuhkan bukan
hanya humas saja tetapi humas juga
bekerjasama dengan DIKOMINFO yang
membantu memberikan informasi dan juga
dokumentasi mengenai pekerjaan
pemerintah, dan mereka juga membantu
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mendokumentasi keberhasilan-
keberhasilan Walikota dalam membangun
kota Rekalongan yang sangat baik. Karena
_. sifat mereka yang sangat transparan kepada
O masyatakat  menjadikan ~ masyarakat

§ mempgunyai kepercayaan , dukungan , dan

eibeq

e

oS

u

2 menghargai pekerjaan yang di kerjakan
3 oleh pgmerintah kota Pekalongan.
5
ﬁ Simpulan kedua fungsi, peran , dan tugas
< dari keempat fasilitator yang ada di humas
o k@ta pekalongan seperti penasihat ahli ,
fasilitator komunikasi , fasilitator pemecah
5 m::c\salah, dan teknisi komunikasi sangatlah
o mendakung pekerjaan humas dan juga
p EgKOMINFO dikarenakan kedua
© Ofganisasi ini mempunya beberapa bagian
§ fgng mempunyai jalinan kerja sama dengan
7 mediavlokal mulai dari media cetak dan
5 elektronik  lokal ~serta bagian yang
& memasukan  dokumentasi dan  juga
@informasi melalui situs resmi mereka.
= Mereka juga terbuka mengeni data-data
g yang diinginkan oleh masyarakat terutama
© pada Znasyarakat atau mahasiswa yang
- ingin melakukan observasi atau penelitian
§yang membutuhkan data — data dari
= mereka, bagian humas dan DIKOMINFO
2 membiika data terkecuali data-data yang
S dikecualikan.
5 Simpulan ketiga masyarakat juga sangat
= berterima kasih dikarenakana adanya
< humas dan juga DIKOMINFO yang
¢ memBantu mempromosikan usaha kecil
o mereka mulai  dari  kuliner hingga
© pengefajin batik sekalipun, dikarenakan
3 Pekalgngan merupakan kota kecil yang
ghidup tidak berarti kota kecil tidak bisa
~ berbtidt apa-apa mereka bisa membuat
sesuatll yang bisa menghasilkan dan juga
diingat oleh masyarkat luar. Serta
masyarakat juga sangat bisa terbuka kepada
humas® pemerintahan dengan menuliskan
permasalahan mereka yang berhubungan
dengah pembangunan dan layanan, humas
juga=mau mendengarkan masalah dan
masykan  dari  masyarakat  untuk
menjadikan kota Pekalongan kota yang
baik,mMaju, dan berinovatif serta kedua
bagiafi=ini humas dan DIKOMINFO juga

mendukung peran tata kelola lembaga
publik di kota Pekalongan.

Hasil dari simpulan ini juga tidak terlpas
dari teori sistem yang digunakan penulis
dimana teori sistem merupakan teori Public
Relations yang sangat berhubungan dengan
organisasi dan para publiknya karena
sifatanya yang membutuhkan hubungan
sosial dengan  masyarakat  mapun
pemerintahan kota yang ada di wilayah
Indonesia, dengan adanya funsi boundary
spanning dapat menghasilkan
pemerintahan yang dapat dipercaya oleh
masyarakat. Karena sistem mereka terbuka
Humas Protokol dan DIKOMINFO dapat
menyebarkan dokumentasi dan juga
informasi  yang  diberikan  kepada
masyarakat mengenai keseriusan mereka
dalam memajukan tata kelola lembaga
publik bagi kota Pekalongan, dan gerakan
ini juga didukung oleh pelayanan publik
yang baik dan juga undang-undang
pemerintahan kota mengenai tata kelola
negara atau wilayah di Indonesia.

Saran Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah
pengetahuan studi IImu Komunikasi yang
membahas tentang fungsi, tugas, dan juga
peran mengenai humas pemerintahan kota
Pekalongan dalam mengimplementasikan
tata kelola lembaga publik yang baik
kepada masyarakat loka kota Pekalongan
atau bisa dibilang studi mengenai
Government  Relation, dan  Good
Governance selain itu, semoga penelitian
ini bermanfaat dan berguna bagi peneliti
selanjutnya yang tertarik untuk melakukan
penelitian mengenai fungsi, tugas, dan juga
peran dari humas pemerintahan kota
Pekalongan ataupun kota-kota yang ada di
Indonesia

Peneliti juga berharap peneliti selanjutnya
juga menggunakan teori Public Relation
yaitu teori sistem dengan fungsi boundary
spanning, Penelitian ini kedepannya juga
akan menjadi bahan referensi bagi para
peneliti selanjutnya yang berminat untuk
melakukan penelitian mengenai tata kelola
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lembaga publik atau Good Government
mengenai suatu kota entah kota kecil
ataupn)kota besar.

9 SararT Paktis

§Penelman ini diharapkan dapat menjadi
@ bahanv masukkan, referensi dan dapat
grﬂgnjadi pengetahuan, khususnya untuk
o para peneliti selanjutnya yang berminat
=, uptukemelakukan penelitian mengenai tata
v kelolazlembaga publik yang terfokus pada
Ufe_?ngsi,‘ tugas, dan peran humas
a'pzemer‘intahan untuk membangun tata
o kelolaclembaga publik yang baik untuk
2 suatu daerah terutama humas pemerintahan
o yang Bekerja utnuk mengimplmentasikan
s n&a kélola lembaga publik yang baik.
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